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Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa penghayat kepercayaan Sapta
Dharma menyelenggarakan perkawinan bagi anggotanya dengan caranya sendiri.
Sapta Dharma tidak memihak kepada praktik sakral perkawinan agama apapun,
melainkan berpegang teguh pada ajaran leluhur yang menempatkan diri pada
kebijakan secara substansial. Lebih dari itu, Sapta Dharma tidak memandang latar
belakang status agama dari anggotanya. Sehingga, mereka bersedia juga untuk
menikahkan para anggotanya meski dari latar belakang agama yang berbeda.

Fokus Penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik perkawinan penghayat
Sapta Dharma di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri? 2) Bagaimana perspektif
ulama NU Kabupaten Kediri terkait perkawinan penghayat di Kecamatan Pare
Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini 1) Untuk mendeskripsikan praktik
perkawinan penghayat Sapta Dharma di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, 2)
Untuk menganalisis perspektif ulama NU Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terkait
perkawinan penghayat ini.

Penelitian menggunakan model penelitian kualitatif dengan jenis
deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara
mendalam (Indept Interview), dan dokumentasi, sedangkan analisis data melalui
tahap kondensasi data, tahap penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Praktik perkawinan Sapta Dharma
dimulai dari pra pernikah berupa melamar dan perkenalan keluarga, pelaksaan
pernikahan yaitu pengantin harus duduk diatas kain putih pada saat upacara
perkawinan berlangsung, Prosesi upacara perkawinan pertama yaitu hening
pembuka, serah kedua mempelai, perlengkapan adminitrasi dan pernyataan
tuntunan, prosesi sujud Bersama, di lanjut dengan proses pembacaan janji prasetya
oleh kedua mempelai, pengukuhan sahya perkawinan dan terakhir wejangan
pemuka dan hening penutup dengan melakukan sujud terlebih dahulu, pembacaan
doa pengukuhan. kemudian pasca pernikahan yaitu temu manten dan sungkeman.
Tujuan dan fungsi dalam pernikahan Sapta Dharma yaitu: Pertama, untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan di berikan keturunan yang bisa menjadi
satria-satria utama dan wanita-wanita utama. Kedua, pernikahan Sapta Dharma
mengaharapkan kebermanfaatan keturunan bagi kehidupan diri sendiri, masyarakat
sekitar, bangsa dan negara. Adapun perbedaan dalam dalam perkawinan Sapta
Dharma dengan pernikahan konvensional lainnya yaitu dalam perkawinan Sapta
Dharma terdapat kain putih, adanya sujud, dan perjanjian sumpah prasetyo. 2)
Pernikahan Penghayat Sapta Dharma dalam pandangan ulama’ NU adalah
pernikahan yang tidak sesuai hukum syari’ah karena langkah dan tahapannya tidak
sesuai dengan Islam, karena dalam Islam tidak duduk di atas kain putih dan tidak
ada sujudnya. Pernikahan Penghayat Sapta Dharma adalah sah hanya menurut
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hukum negara. Dalam pandangan syari’ah Islam, pernikahan Penghayat Sapta
Dharma adalah tidak sah karena tahapan, langkah, syarat, dan rukunnya tidak
sesuai dengan syari’at yang dianut oleh agama Islam.
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The background of this research is that adherents of the Sapta Dharma
belief organize marriages for their members in their own way. Sapta Dharma does
not favor the sacred practice of any religious marriage, but adheres to the teachings
of the ancestors who place themselves in substantial wisdom. More than that, Sapta
Dharma does not look at the background of the religious status of its members.
Thus, they are also willing to marry off their members even though they come from
different religious backgrounds.

The focus of this research is 1) How is the marriage practice of Sapta
Dharma adherents in Pare District, Kediri Regency? 2) What is the perspective of
the NU clerics of Kediri City regarding the marriage of followers in Pare District,
Kediri Regency. The purpose of this study 1) To describe the practice of marriage
of Sapta Dharma adherents in Pare District, Kediri Regency, 2) To analyze the
perspective of NU scholars, Pare District, Kediri Regency regarding the marriage
of these adherents.

The research uses a qualitative research model with a descriptive type.
Data collection techniques used observation, in-depth interviews (Indept
Interview), and documentation, while data analysis went through the stages of data
condensation, data presentation, and data verification.

The results showed that 1) Sapta Dharma marriage practice starts from pre-
marriage in the form of marriage in the form of marriage and family introductions,
the implementation of marriage, namely the bride and groom must sit on a white
cloth during the marriage ceremony, the first marriage ceremony procession,
namely opening silence, the handover of the bride and groom, administrative
equipment and guidance statements, the procession of prostration together,
followed by the process of reading the precessant promise by the bride and groom,
administrative equipment and guidance statements, the procession of prostration
together, followed by the process of reading the precessant promise by the bride
and groom, the confirmation of the marriage validity and finally the blessings of
the leader and silence the closing performs prostration first, the recitation of the
confirmation prayer. then post-marriage, namely the meeting of manten and
sungkeman. The difference in the marriage of Sapta Dharma with other
conventional marriages is that in the marriage of Sapta Dharma there is a white
cloth, there is prostration, and a prasetyo oath agreement. 2) Marriage of Sapta
Dharma adherents in the view of NU scholars is a marriage that is not in accordance
with sharia law because the steps and stages are not in accordance with Islam,
because in Islam there is no sitting on a white cloth and there is no prostration.
Sapta Dharma adherents’ marriages are valid only according to state law. In the
view of Islamic shari’ah, the marriage of Sapta Dharma adherents is invalid



because the stages, steps, conditions, and pillars are not in accordance with the
shari’ah adopted by Islam.



